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PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SEK.2-15.KP.03.04 TAHUN 2020
TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh
Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu
untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh
Hukum,;

bahwa berdasarkan surat rekomendasi Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional Nomor PHN-KP.10.02-01 tanggal 06 Januari 2020, Pegawai Negeri
Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi
syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui
mekanisme penyesuaian/inspassing;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menectapkan
Keputusan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan LN Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh
Hukum dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
186);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing ;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01
Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator,
Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN: . . .



MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.

KESATU ¢ Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan /inpassing

dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana tersebut dalam lajur 5,
dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan
ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

KETIGA . Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Maret 2020

I HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
A WIRO KEPEGAWAIAN,

Tembusan:

10.
11.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,;
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

Direktur Jenderal Imigrasi;

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara;

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;

Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
TANGGAL

: SEK.2-15.KP.03.04 TAHUN 2020
: 09 Maret 2020

B

PANGKAT ANGKA
NAMA / NIP GOL. RUANG JABATAN LAMA JABATAN BARU KREDIT
2 3 4 5 6
LARSIANUS SIPAYUNG, S.H., M.H. Penata Tk.I Pelaksana pada Direktorat Jenderal Penyuluh Hukum Muda pada Kantor 385
NIP. 198004222000031001 (III/d) Administrasi Hukum Umum Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia DKI Jakarta

HAFRILINDA, S.H. Penata Tk.I Kepala Subseksi Penilaian dan | Penyuluh Hukum Muda pada Kantor 380
NIP. 196510131992032001 (117 d) Pengklasifikasian Lembaga Pembinaan Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Khusus Anak Kelas II Banda Aceh Asasi Manusia Aceh
ERWIN SETIAWAN YUNIANTO, Penata Tk.I Kepala Subbagian Penyusunan | Penyuluh Hukum Muda pada Kantor 380
S.H. (I11/4) Pelaporan, Humas dan Teknologi | Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
NIP. 197106092001121001 Informasi pada Kantor Wilayah | Asasi Manusia Lampung

Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Lampung
REGINA WIWIN SRIWINDARTI, Penata Tk.I | Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Penyuluh Hukum Muda pada Kantor 380
S.H. (I11/4) Imigrasi Kelas [ TPI Mataram Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
NIP. 197301171999032001 Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat
NI WAYAN SUWIARINI, S.H. Penata Tk.I Pelaksana  pada  Kantor Wilayah Penyuluh Hukum Muda pada Kantor 356
NIP. 196507161985032003 (I11/d) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Manusia Bali | Asasi Manusia Bali
YUSUF ROMLI, S.IP. Penata Tk.I Pelaksana pada  Biro Hubungan | Penyuluh Hukum Muda pada Badan 300
NIP. 198107012009121004 (If1/4) Masyarakat, Hukum dan Kerjasama | Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia
YULISA TRISNA, S.H. Penata Tk.I Pelaksana pada Rumah Penyimpanan Penyuluh Hukum Muda pada Kantor 300
NIP. 197907232002122001 (1I/d) Benda Sitaan Negara Kelas I Bengkulu Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Bengkulu




—

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2 3 4

WAHYUDDIN ARDINTO Penata Tk.l Pelaksana pada  Kantor Wilayah

MACHPUDJ, S.H., M.H.. (IiI/d) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

NIP. 198003232003121001 Manusia Sulawesi Selatan

PUTU SUMIASI, S.E., M.H. Penata Tk.1 Pelaksana pada Kantor Wilayah

NIP. 197111222001122002 (111/d) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Bali

YULIANA, S.H. Penata Pelaksana pada  Kantor  Wilayah

NIP. 198310272001122001 (IlI/c} Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia DKI Jakarta

MUHAMMAD NAIM, S.E. Penata Pelaksana  pada Kantor  Wilayah

NIP. 197609082001121001 (I1T/c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Selatan

SOFIAN, S.H.I. Penata Pelaksana pada Lembaga

NIP. 198703202010121001 {11/ c) Pemasyarakatan Narkotika Kelas III
Pangkal Pinang

RIZKI AMALIA Penata Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata

NIP. 198604072010122003 (I1f/c) Usaha Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas Il Pangkal Pinang

MUHARRAMAH ISTNAINI Penata Pelaksana pada Kantor  Wilayah

PRIHATINI, S.E. (I1L/c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi

NIP. 198509232010122002 Manusia Lampung

SELVINTRIN, A.M.K., S.H. Penata Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara

NIP. 198007222003122001 (lII/c) Kelas I Palembang

CANDRA, S.K.M., S.H. Penata Pelaksana pada  Kantor  Wilayah

NIP. 198001072006041002 (111 /c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Selatan

JUHAERIAH, S.H.I., M.H. Penata Pelaksana pada  Kantor  Wilayah

NIP. 198003262010122001 (IlI/c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Banten

Penyuluh Hukum Muda pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Selatan

Penyuluh Hukum Muda pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Bali

Penyuluh Hukum Muda pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia DKI Jakarta

Penyuluh Hukum Muda pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Sumatera Selatan

Penyuluh Hukum Muda pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Bangka Belitung

Penyuluh Hukum Muda pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Bangka Belitung

Penyuluh Hukum Muda pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Lampung

Penyuluh Hukum Muda pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sumatera Selatan

Penyuluh Hukum Muda pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sumatera Selatan

Penyuluh Hukum Muda pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Banten

300

300

237

214

200

200

200

200

200

200
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Pelaksana pada  Kantor  Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Pelaksana  pada  Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Pelaksana  pada  Kantor  Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Pelaksana  pada  Kantor  Wilayah

2 3
CORNELIA YASINTHA RADHO, Penata
S.H., M.H. {(I1I/c)
NIP. 198207132005012001 Manusia Nusa Tenggara Timur
MARDIANA, S.Ag. Penata
NIP. 197607072010122001 (Il/c)
Manusia Sulawesi Barat
ADLY AZHARI, S.Kom. Penata
NIP. 198301052010121001 (Il/c)
Manusia Sulawesi Selatan
NURYANTI, S.E. Penata
NIP. 198605072010122001 (Il /c)

JUANDA, S.H., M.Si.
NIP. 198811102007031001

TETI FRIANDARI, S.H. S.H.
NIP. 198707052006042001

NURI ARDAYANTI, S.H.
NIP. 197905202008012007

LINDA MAYA SASTRA, S.P.
NIP. 198406112012122001

FIRMAN DWIPINTO PATTOPANG,
S.H., M.H.
NIP. 199105132010121004

HANGGI DYAH ARINI, S.H., M.Si.
NIP. 199201052010122002

Penata Muda Tk.I
(I11/ b)

Penata Muda Tk.I
(Il1/b)

Penata Muda Tk.1
(I11/b)

Penata Muda Tk.I
(I11/b)

Penata Muda Tk.1
(Il1/b)

Penata Muda Tk.I
(I11/b)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Maluku Utara

Pelaksana pada  Kantor  Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Selatan

Pelaksana pada  Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Lampung

Pelaksana pada Kantor  Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Utara

Pelaksana pada Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB
Mataram

Pelaksana pada  Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Bengkulu

Pelaksana  pada  Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Selatan

Penyuluh Hukum Muda pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur

Penyuluh Hukum Muda pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Barat

Penyuluh Hukum Muda pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Selatan

Penyuluh Hukum Muda pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Maluku Utara

Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sumatera Selatan

Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Lampung

Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sumatera Utara

Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat

Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Bengkulu

Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sumatera Selatan

200

200

200

200

181

178

178

168

155

155
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1 2 3 4 5 6
28. | MARWAN ZUL, S.E. Penata Muda Tk.I | Pelaksana Kantor Wilayah Kementerian | Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor 154
NIP. 197803021998031001 (I11/b) Hukum dan Hak Asasi Manusia | Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Sumatera Barat Asasi Manusia Sumatera Barat
29. | RATNA JULIANA SIAGIAN, S.H Penata Muda Tk.I | Pelaksana pada  Kantor Wilayah | Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor 154
NIP. 198207212008012018 {Il1/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Manusia DKI Jakarta Asasi Manusia DKI Jakarta
30. | MARINI OLIVIA PANDEAN, S.Kom. | Penata Muda Tk.I Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I | Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor 154
NIP. 198510252014022003 (III/b) TPI Makassar Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Selatan
31. | SUDIHASTUTI A.Md., S.H. Penata Muda Tk.I | Pelaksana pada Kantor Wilayah | Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor 154
NIP. 197912112002122001 (III/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Manusia Bangka Belitung Asasi Manusia Bangka Belitung
32. | DESNIAR DAMANIK, S.Sos. Penata Muda Tk.I | Pelaksana  pada Kantor = Wilayah | Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor 150
NIP. 198812262015032002 (lI1/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Manusia Sumatera Utara Asasi Manusia Sumatera Utara
33. | MUHAMMAD ULUL AZMI, S.H Penata Muda Tk.I | Pelaksana pada Badan Pembinaan Penyuluh Hukum Pertama pada Badan 150
NIP. 198803122015031004 (Il1/b) Hukum Nasional Pembinaan Hukum Nasional
34. | MOH. KURNIAWAN, A.Md., S.H. Penata Muda Kepala Urusan Keuangan pada Balai | Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor 130
NIP. 198109242009121005 {Ill/a) Harta Peninggalan Semarang Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Jawa Tengah
35. | SAMDANI, S.H. Penata Muda Pelaksana pada Rumah Penyimpanan | Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor 130
NIP. 198504072006041001 (Ilf/a) Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat
36. | Il DEWA MADE DWI PRASETYA Penata Muda Pelaksana pada Kantor = Wilayah | Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor 118
UTAMA, S.H. (11/a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
NIP. 199007282010121001 Manusia Nusa Tenggara Barat Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat
37. | ACHMAD FAUZIE AZIS, S.H. Penata Muda Pelaksana pada Lembaga | Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor 118

NIP. 199206012010121001

(I11/a)

Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Barat

38 ...




39.

JHON LIANTO TOBILING, S.S.

NIP. 198007062002121001

ARNI AGUSTIANI, S.H.
NIP. 198808252009122003

Penata Muda
(I11/ a)

Penata Muda
(IiI/a)

Pelaksana  pada Kantor  Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Utara

Pelaksana  pada  Kantor  Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Jawa Barat

Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Utara

Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Jawa Barat

118

100

[
<
@
D

(A)) HAYAT HENRI

= G¥A291985031001

"‘ngM DAN \'\P‘fh
i




